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ABSTRAK

Resolusi konflik pada pengelolaan sumber daya diamggap berdasar kepada
pranata adat ketika suatu konflik diselesaikan liekistem peradilan adat didalam
sebuah forum dengan menerapkan norma-norma adaeriréah, masyarakat hukum
adat, dan pihak swasta harus serius dalam memlad@ayiembaga-lembaga adat.
Keseriusan pemerintah terhadap pengakuan inst#dat diuraikan dalam undang-
undang. Keseriusan masyarakat hukum adat ditunjulleagan menerima secara kritis
dan hati-hati dalam berbagai nilai baru yang baituk memperkuat kehidupan sosial
masyarakat selanjutnya. Posisi dan status anggasgtarakat adat tidak hanya sebagai
penerima pasif budaya lokal, tetapi juga sebagairagencipta, dan agen inovator dari
lembaga adat. Anggota masyarakat hukum adat sebalgj@k aktif melakukan inovasi
dan revitalisasi dari lembaga adat agar dapat nselaylean dengan perkembangan
zaman. Keseriusan pihak swasta diwujudkan dalamtuberkesediaan untuk
berkonsultasi dengan masyarakat hukum adat untukam@mi perasaan hati dan
kesediaan anggota masyarakat hukum adat.

Kata kunci: konflik, sumber daya alam, hukum adat



ABSTRACT

The resolution of conflicts in the management of natural resources is based on
the customary structures considered when a conflict is resolved through the customary
justice system in a forum by applying customary norms. Gover nments, indigenous and
tribal communities, and the private sector must be serious in empowering indigenous
institutions. The seriousness of the government towards the recognition of indigenous
institutions outlined in the legidation. The seriousness shown by the customary law
communities receive critically and carefully in a variety of new good value for
strengthening the social life hereafter. The position and status of members of indigenous
peoples are not just passive recipients of local culture, but also as actors, creators,
innovators and agents of traditional institutions. Customary law community members as
active subjects, innovation and revitalization of traditional institutions in order to adapt
with the times. The seriousness of the private sector is manifested in the form of a
willingness to consult with indigenous people to under stand the feelings of the heart and
the willingness of members of indigenous peoples.
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|. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki bermacacam suku, bahasa,
adat-istiadat dan budaya sehingga bersifat pltitalid=akta pluralisme tersebut
memberikan identitas kebhinekaan kepada negaraési yang patut disyukuri bukan
untuk disesali. Pluralisme tersebut justru menumnkkekayaan dan keunikan negara
Indonesia, bukan sebaliknya bahwa pluralisme méarpaestapa yang harus diubah
menjadi unifikasi. Dengan kata lain bahwa bagi n@dadonesia, pluralisme adalah
fakta sedangkan unifikasi adalah mimpi. Pluralische Indonesia didorong oleh
bermacam-macam masyarakat hukum adat yang hidoghuty dan berkembang di
Indonesia dari masa sebelum Indonesia merdeka saagiaini. Masyarakat hukum
adat merupakan sekelompok manusia yang hidup tli sukayah yang mempunyai tata
susunan tetap, mempunyai pengurus, mempunyai harda, bertindak sebagai satu
kesatuan terhadap dunia luar. (Soepomo, 2000:8tar§ konstitusional berdasarkan
Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945: masyarakat hukum dddtui keberadaannya dan
dihormati hak-hak tradisionalnya, termasuk hak kmhelakukan pengelolaan sumber
daya alam berdasarkan pranata adat.

Pranata adat mencakup lembagastifute) dan aturan iQstitution) yang
digunakan oleh masyarakat hukum adat dalam mewajutita kehidupan masyarakat
yang tertib, aman dan teratur. Aturan yang dibdaaksanakan, dan ditegakkan oleh
masyarakat hukum adat dalam bentuk yang tidaklieralam perundang-undangan
guna mewujudkan tata kehidupan yang tertib dariedalam kehidupan masyarakat
disebut hukum adat. Hukum adat senantiasa adap.hidumbuh, berkembang di
masyarakat sehingga merupakide living law. Mekanisme penegakan hukum adat
diatur dalam sistem peradilan adat yang dijalarkah lembagaifstitute) adat dengan
tujuan agar hukum adat berlaku efektif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanangranata adat dalam melakukan pengelolaan sumbaradiay ?
2. Bagaimananaranata adat dalam penyelesaian konflik sumber diaya ?

C. Tujuan Pendlitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahuangta adat dalam melakukan
pengelolaan dan tata cara penyelesaian konflik stadya alam

D. Manfaat Penelitian

1. Bahan informasi mengenpianata adat dalam melakukan pengelolaan dandeda c
penyelesaian konflik sumber daya alam.

2. Meningkatkan pengetahuan bagi peneliti dan masgapdda umumnya sebagai
tambahan informasi mengenai pelayanan publik



[I. KERANGKA DASAR TEORI

Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik merupakétafatau gejala sosial yang
setiap saat dapat muncul sebagai akibat adanyeaksteantar manusia. Menurut |
Nyoman Nurjaya, fenomena konflik muncul karena gdakonflik nilai (conflict of
value), konflik norma ¢onflict ofnorm), dan/atau konflik kepentingarcopflict of
interest) dari komunitas, etnik, agama, maupun golongan datamyarakat. Konflik
juga terjadi karena persoalan diskriminasi pengatatan perlakukan pemerintah pusat
terhadap masyarakat di daerah dengan mengabaikamggusur dan bahkan
mematisurikan nilai-nilai, norma hukum adat, tradmasyarakat melalui dominasi dan
penegakan hukum negara. (Nurjaya, 2008:2). Kog#iitkg muncul di masyarakat harus
segera diselesaikan agar tidak menimbulkan kerasalam bahkan menimbulkan
eskalasi meningkat menjadi sengketa di masyar&kasatu sisi, umumnya konflik
berdampak negatif dan merugikan masyarakat kareoaflik mengganggu
keharmonisan tata kehidupan masyarakat. Di lain losflik dapat berdampak positif
jika konflik dapat diselesaikan dengan baik sehanggenimbulkan tata kehidupan
masyarakat baru yang lebih baik dan berbeda detagakehidupan sebelumnya.

Dalam kerangka hukum Indonesia, model penyeles&anflik dibedakan
menjadi dua yaitu melalui jalur litigasi (melalueqgadilan negara) atau melalui jalur
nonlitigasi (tanpa melalui pengadilan negara). ({Na®012:3). Kedua model
penyelesaian konflik tersebut mengandung kelebitzankekurangan. Kelebihan model
penyelesaian konflik melalui jalur litigasi yaituallbwva putusan pengadilan dapat
dilaksanakan dengan secara paksa oleh aparat frehegam sehingga ada jaminan
kepastian hukum bagi yang menang. Adapun kekurangadel penyelesaian konflik
melalui jalur litigasi yaitu: bahwa isi putusan gedilan adalah menang atau kalah
(winorlose). Putusan pengadilan yang berisi menang atau kaftabbigt menyebabkan
rasa kecewa dan dendam bagi pihak yang kalah gghipgtensial mengganggu
keharmonisan tata kehidupan masyarakat. Model pesgian konflik yang lain adalah
melalui jalur non litigasi (tanpa melalui pengadil@egara) dengan segala kelebihan dan
kekurangannya. Kelebihan model penyelesaian komfigtalui jalur non litigasi yaitu
bahwa putusan dicapai berdasarkan consensus damnpipak yang berkonflik sehingga
tercapai keadilan bagi para pihak yang berkonflgk.putusan penyelesaian konflik
melalui jalur nonlitigasi bukan menang atau kaltdtapi sama-sama menangirf-
winsolution). Putusanwin-winsolution bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang
dapat diterima oleh para pihak yang berkonflik.dfehhan model penyelesaian konflik
melalui jalur nonlitigasi adalah tergantung iktikiagik dari para pihak yang berkonflik
untuk melaksanakan putusan. Pelaksanaan putus&dtighat dipaksakan jika tidak ada
iktikad baik dari para pihak yang berkonflik karemdak ada pihak yang memaksakan,
kecuali para pihak yang berkonflik sendiri. Modengelesaian konflik melalui jalur
nonlitigasi dengan menggunakan pranata adat teil@iksdnakan oleh masyarakat
secara turun temurun dalam kehidupan masyarakainmddat di Indonesia. Model
penyelesaian konflik berbasis pranata adat seseagah budaya Indonesia yang
mengutamakan keadilan bukan kepastian hukum. Deé&madupan sehari-hari muncul
kata-kata bijak dalam menyelesaikan konflik yaselesaikan saja secara adat”. Hal ini
berarti bahwa pranata adat dapat digunakan sebag@i dalam menyelesaikan konflik,
termasuk konflik pengelolaan sumber daya alam.ilséla hal ini juga sejalan dengan
rekomendasi Alvon Kurnia Palma bahwa “resolusi kkrderlu dilakukan berdasarkan
nilai-nilai adat yaitu dengan mengikuti kaidah-kadidhukum adat” (Palma, 2005:267)
sehingga menarik untuk dikaji secara ilmiah.



1. PEMBAHASAN

A.Masyarakat Hukum Adat Dalam Kisaran Konflik Pengelolaan Sumber Daya
Alam

Masyarakat hukum adat sudah ada, hidup, tumbuh,bdekembang sebelum
Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, ma&ksyahukum adat merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Negara Kesd®epublik Indonesia (NKRI).
Masyarakat hukum adat telah melaksanakan pengelslaaber daya alam secara turun
temurun berdasarkan pranata adat, namun dalamilprsiting berbenturan dengan
pihak luar termasuk pihak swasta dan pemerintamgga muncul konflik. Wahana
Lingkungan Hidup (WALHI) melaporkan setidaknya samipulan Desember 2015, ada
617 konflik di 33 provinsi di Indonesia yang bealabelakang pengelolaan sumber daya
alam. WALHI menerima pengaduan dan melakukan adsidkshadap 149 kasus yang
terdiri dari kasus perkebunan kelapa sawit 51 kasusbang 31 kasus, kehutanan 33
kasus, agrarian 14 kasus, dan pencemaran 15 k3susentara itu Komnas HAM
menyatakan bahwa di akhir tahun 2012 ada 1.064aukergn terkait dengan isu sengketa
hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya. (TimD#D RI, 2014:29).

Masalah penting yang dihadapi Indonesia pada isaatan masa yang akan
datang adalah adanya konflik pengelolaan sumbeat diam seperti tanah, hutan, air,
dan bahan tambang. Pranata adat dapat digunakagasddasis dalam menyelesaikan
konflik pengelolaan sumber daya alam dan telahkditkan oleh Arkauddin bahwa:
“pranata adat yang berkaitan dengan penyelesaiafiikk@erlu dilestarikan sehingga
dapat dijadikan sebagai bahan atau landasan un&megahkan masalah baik yang
terjadi dalam komunitas etnik itu maupun etnik kg@img kasusnya sama”.

Menurut sifatnya konflik dibedakan menjadi konftikrsifat vertikal dan konflik
bersifat horizontal. Konflik bersifat vertikal betiabahwa kedudukan para pihak yang
berkonflik tidak sejajar (subordinatif). Dalam keks$ konflik pengelolaan sumber daya
alam, konflik secara vertikal terjadi antara maalat hukum adat dengan pihak
Kementerian Kehutanan (Perhutani, Taman Nasiontl alengan Swasta yang
didukung oleh pemerintah. Konflik secara vertikatiisg disebabkan oleh kebijakan
pemerintah yang melakukan marjinalisasi terhadapispanasyarakat hukum adat
melalui perundang-undangan dan kebijakan yang nwgmmkan kedudukan, peran, dan
fungsi masyarakat hukum adat dalam mengelola sudipg alam. Menurut Laporan
HuMa, di Kalimantan yang paling sering dijumpai rauhkonflik yaitu:

1. Konflik penyerobotan hutan di Desa Mahang, Kota an Timur

2. Konflik PT. Bumi Raya Utama Wood dengan masyardkahgan Awin di
Kalimantan Barat;

3. Konflik pemindahan paksa masyarakat hukum adat Pafanayatn di
Kalimantan Barat:

4. Konflik masyarakat hukum adat Dayak Ot Danum dengdn WILMAR,
Seruyan Hulu;

5. Kasus rencana pertambangan emas oleh PT Frantifea d@ma dengan PT.
Avocet Mining Kore yang berkonflik dengan masyatakakum adat Dayak
Meratus Kalimantan Selatan; dan

6. Konflik Taman Wisata Alam Nanggala Il dengan maakat hukum adat
setempat. (Tim HuMa, 2015:43-52

Sebagai tambahan, menurut catatan Bawor TandianoHiliMa, bahwa pada
tahun 2013: “Ada 12 kasus sengketa antara masyahakaim adat dengan pihak



perusahaan atau pihak luar”. (Purbaya, 2013). isddanflik yang bersifat vertikal,

dalam pengelolaan sumber daya alam juga muncullikoydng bersifat horizontal

karena posisi atau kedudukan para pihak yang b#itkadalah sejajar. Contoh konflik
pengelolaan sumber daya alam yang bersifat hoakgaitu konflik antar masyarakat
hukum adat, konflik antara masyarakat hukum adaigaie transmigran di lokasi
transmigrasi. Menurut catatan | Nyoman Nurjaya, vimhdalam kurun waktu dua
dasawarsa terakhir ini, kasus-kasus konflik cenggmeningkat baik kualitas maupun
kuantitasnya. (Nurjaya, 2011:61).

Berdasarkan intensitasnya, konflik pengelolaan berndaya alam juga dapat
dibedakan menjadi konflik tersembunyatén), konflik yang mencuatefmerging) dan
konflik terbuka (manifest). (Siraiet. al., 2014). Penyebab munculnya konflik dalam
pengelolaan sumber daya alam yaitu kekayaan sudde alam dan daya dukung
lingkungan yang makin terbatas. Menurut Sudjitonfkk yang terjadi di Indonesia
karena Indonesia memiliki keanekaragaman baik bajdeyama, etnis, dan suku. Selain
itu, konflik juga disebabkan adanya ketimpangaramakehidupan masyarakat, dan
bangsa ini tidak mempunyai kesiapan mental menekenagaman (perbedaan) sebagai
anugerah dan peluang. (Sudjito, 2013:1).

Jika konflik pengelolaan sumber daya alam baikgylhersifat vertikal maupun
horizontal tidak segera diselesaikan maka konfkanabereskalasi menjadi sengketa.
Beberapa kemungkinan eskalasi konflik menjadi setaglpengelolaan sumber daya
alam vyaitu: dari konflik ringan menjadi berat, daonflik kecil menjadi besar, dari
konflik khusus menjadi umum, dan dari konflik yapgmlahnya sedikit menjadi
banyak. Eskalasi konflik pengelolaan sumber dayamatlapat diklasifikasikan ke
dalam beberapa model yaitu mo@ggressor-defender (model penyerang-bertahan),
model spiral-konflik, dan model perubahan struktyRruitt dan Rubin, 1986:143).

Sampai saat ini, upaya penyelesaian konflik pergah sumber daya alam yang
dilakukan oleh pemerintah belum menunjukkan haaigyoptimal karena di berbagai
daerah masih muncul berbagai konflik. Model persaibn konflik yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui kemjdlerupa pencegahan konflik,
penanganan konflik pada saat terjadi konflik, d@mgmganan pasca konflik untuk
pemulihan kondisi, reintegrasi, dan rehabilitashdisi kehidupan masyarakat yang
terganggu. Untuk mencegah timbulnya konflik anta@syarakat hukum adat dengan
pemerintah (Kementerian Kehutanan) perlu ada peragaknegara yang serius,
sungguh-sungguh, dan bukan setengah hati kepadgarakat hukum adat yang
mencakup: bahwa secara nyata/fakta ada masyanakainhadat dan hak-haknya untuk
melakukan pengelolaan sumber daya alam. Untuk nesaikan konflik antara
masyarakat hukum adat dengan pihak pemerintah meaka ada komitmen dari
pemerintah untuk duduk bersama/berdialog mendeagatkluhan masyarakat hukum
adat guna mendapatkan solusi yang dapat diterimgapitzak yang bersengketa.

Konflik sebagai perjuangan atas nilai-nilai danaiki-klaim atas status,
kekuasaan dan sumber daya dapat memenuhi fungsif.piissalnya, konflik dapat
mendamaikan kelompok-kelompok yang saling bersamgngarahkan pihak-pihak
yang sedang berjuang untuk mengekspresikan identi@reka sendiri, mengurangi
ketidakpastian dengan menjaga batas-batas kelondpok merangsang kelompok-
kelompok untuk mencari asumsi-asumsi serta nilai-rdasar umum atau lembaga-
lembaga pengamanan dan sebagainya. Tidak setidpkkbersifat produktif karena
juga ada konflik yang berkepanjangan sehingga faeérdiestruktif. Konflik-konflik
tersebut mau tidak mau harus diselesaikan. Di s&i konflik melekat dalam
kehidupan bermasyarakat sebagai hasil proses sdtsict. Di sisi lain, ilmu sosial bisa
menjadi piranti yang berharga untuk menangani Korgecara produktif dan tanpa



kekerasan. (Hartkamp, 2005: 3-7).
B. Pranata Adat Dalam Perundang-Undangan

Menurut Koentjaraningrat, istilah pranata dan legd sering dikacaukan
pengertiannya. Sama halnya dengan istit@itution dengan istilahinstitute. Padahal
kedua istilah itu memiliki makna yang berbeda. Btarjuga berasal dari bahasa Latin
instituere yang berarti mendirikan. Kata bendanya adallattitution yang berarti
pendirian. Dalam bahasa IndoneBiditution diartikan institusi (pranata) danstitute
diartikan lembaga. Institusi adalah sistem nornaa aturan yang ada. Institut adalah
wujud nyata dari norma-norma.

Jika dilihat berdasarkan proses pembentukannyaanpaiinata adat berbeda
dengan hukum positif. Pranata adat dibentuk olebyarakat hukum adat yang lahir
dari tradisi masyarakat sebagai pernyataan budayadapun hukum positif dibentuk
oleh negara dalam bentuk perundang-undangan. Uddadgng Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik $fdla PKS) merupakan contoh
peraturan perundang-undangan yang mengatur berlb@aayang berkaitan dengan
konflik.

Pengakuan pranata adat dalam UU PKS ada dalamapabpasal antara lain:
Pasal 1 angka 15 UU PKS menjelaskan bahwa “Praiaiaadalah lembaga yang lahir
dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditag@lgh masyarakat’. Pengertian pranata
adat dalam pasal tersebut diartikan secara semapgn& hanya mencakup lembaga
(ingtitute) padahal pranata juga mencakup norma atau atumstitution). Pasal 37 ayat
(1) menegaskan, bahwa pemerintah dan pemerintataldaeelakukan rekonsiliasi
antara para pihak dengan cara: a) perundinganaseleanai; b) pemberian restitusi;
dan/atau c) pemaafan. Pasal 37 ayat (2) menyatsdama: “Rekonsiliasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan f{araadat dan/atau pranata sosial
atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial”.

Secara kelembagaan Pasal 40 UU PKS mengatur bdelambagaan
penyelesaian konflik terdiri atas pemerintah, pemi&n daerah, pranata adat dan/atau
pranata sosial, serta satuan tugas penyelesaidlikksosial. Adapun Pasal 41 ayat (1)
mengatur: bahwa penyelesaian konflik dilaksanakah pemerintah dan pemerintah
daerah dengan mengedepankan pranata adat dam@tatapsosial yang ada dan diakui
keberadaannya. Dalam Pasal 41 ayat (2) dijelaskbwdn: “pemerintah dan pemerintah
daerah mengakui hasil penyelesaian konflik meladekanisme pranata adat dan/atau
pranata sosial”.

Pada ayat (3) dijelaskan bahwa hasil kesepakaapefesaian konflik melalui
mekanisme pranata adat dan/atau pranata sosiajaselzma dimaksud pada ayat (1)
memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok maskat yang terlibat dalam
konflik. Pasal 41 ayat (5) mengatur tentang persgeém konflik melalui mekanisme
pranata adat dan/atau pranata sosial di fasitilabi pemerintah daerah kabupaten/kota
dengan melibatkan aparatur kecamatan dan keluddsa/ setempat. Hal ini
menunjukkan bahwa sampai saat ini politik hukum @émah Indonesia masih
menempatkan peran aparatur pemerintah sebagai tgamgak yang dominan dalam
menyelesaikan konflik. Para tokoh masyarakat, sepepala adat, tetua adat, dan
pemimpin agama belum diberi peran secara propakioleh pemerintah, pada hal
peran-peran tersebut telah berurat berakar dalamudiegaan nusantara dan
memperoleh legitimasi berdasarkan faktor- faktqrese keluarga, kedudukan sebagai
orang tua dan tradisi. Sarana yang efektif untuikdmunikasi dengan massa yang
tengah berkonflik adalah dengan menggunakan sasaiaman pengaruh informal dan



pemimpin-pemimpin setempat dengan didukung olemaapapemerintah.

Hukum positif lainnya yang mengatur penyelesai@amgketa nonlitigasi adalah
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitragd&n Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Model penyelesaian sengketairut undang-undang ini
dibedakan ke dalam: Pertama, mediasi adalah suase$ penyelesaian sengketa
alternatif di mana pihak ketiga yang untuk membgmtoses penyelesaian sengketa
bersifat pasif dan tidak berhak memutuskan sengkttag dimaksud dengan mediasi
adalah penyelesaian sengketa dengan menggunalkasgasang atau lembaga, tetapi
bukan arbitrasi. Manfaat dari cara penyelesaianuiga sama seperti arbitrase, yakin
hemat waktu, tenaga, dan biaya dengan kasilvin solution.

Pihak yang bertindak selaku mediator harus disdpaleh para pihak sebagai
pencari jalan terbaik. Jika cara-cara perundingaars langsung tidak memungkinkan
dan tidak menyelesaikan karena pihak-pihak suliakukan pertemuan, maka pihak
mediator akan mendatangi pihak- pihak yang bersgagengan mencari informasi
dari pihak-pihak yang bersengketa. Mediator aktiit memecahkan persoalan yang
terjadi. Hanya saja, para pihak tidak harus mengkgam pemikiran ataupun usulan dari
mediator. (Dwiyatmi, 2006:120-122).

Kedua, konsiliasi adalah suatu proses penyelesseagketa alternative yang
melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimaihak ketiga yang di ikut sertakan
untuk menyelesaikan sengketa adalah seorang yaragaserofesional sudah dapat
dibuktikan kehandalannya. Konsiliator berkewajibamnyampaikan pendapatnya
mengenai duduk persoalan dari masalah atau seng&etpdihadapi, alternatif cara
penyelesaian yang terbaik, keuntungan, dan kerulag para pihak, serta akibat
hukumnya. Konsiliator tidak berhak untuk membuaupan dalam sengketa untuk dan
atas nama para pihak. Putusan yang diambil atauahkdwr proses konsiliasi ini akan
diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengkatag ylituangkan dalam bentuk
kesepakatan di antara para pihak yang bersendketiga, arbitrase, merupakan suatu
bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang niklibapengambilan putusan oleh
arbiter. Arbiter berkewajiban untuk memutuskan &etay yang disampaikan kepadanya
secara profesional, tanpa memihak, menurut kestgakang telah tercapai di antara
para pihak yang bersengketa.

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui lembdgaase ialah: (1) prosesnya
cepat dan tidak terkait dengan prosedur hukum asartea formalitas seperti yang
terdapat dalam pengadilan umum serta lebih mu@hgdifangani oleh para ahli di
bidang sengketa yang dialami para pihak; (3) dapamilih hukum yang akan
diterapkan untuk menyelesaikan sengketa; (4) keputwarbitrase mengikat kedua
belah pihak serta pelaksanaan putusan dapat dkamteepada pengadilan.

C.Kontribus Pranata Adat sebagai Basis Dalam Menyeesaikan Konflik
Pengelolaan Sumber Daya Alam

Hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat sesantikan menghasilkan
dua hal yaitu: Pertam&ubungan sosial positif yang mendatangkan manfsama;
Kedua, hubungan sosial negatif yang menghasilkanfliko Konflik pengelolaan
sumber daya alam merupakan contoh hubungan sosgdtih yang perlu strategi
untuk menyelesaikan dan mencegah konflik tersetrateg)i yang dapat digunakan
masyarakat bersama pemerintah untuk mencegah damyelagaikan konflik
pengelolaan sumber daya alam adalah dengan memnarap&najemen pengelolaan
konflik yang berbasis pada akar budaya setemptt peanata adat.

Implementasi strategi penyelesaian dan pencedadrdhik pengelolaan sumber



daya alam berbasis pranata adat yaitu mengenakratyang berupa adat istiadat,
hukum, kebiasaan, agama dan kepercayaan; mengendlsi sosial warga masyarakat
termasuk para pemimpin dan tokoh masyarakat setendpm mengenali kondisi

geografis masyarakat hukum adat setempat. Stiaiegyang dapat dilaksanakan yaitu
dengan menerapkan model transformasi budaya sewdral balik dengan melakukan
pertukaran ilmu, keahlian dan teknologi, yang déygatpa kegiatan pelatihan-pelatihan
seperti: pendidikan hukum, pemetaan wilayah makgardaukum adat. Selain itu juga
dapat dilakukan strategi dan pendekatan dengankok@a penggalangan dukungan
pihak luar untuk pengakuan dan penghormatan tephad&-hak masyarakat hukum
adat. (Syamsudin, 2008:351).

Implementasi strategi yang digunakan oleh pemahimtalam menyelesaikan
konflik pengelolaan sumber daya alam yaitu dengamarapkan program-program
perdamaian yang mendorong kearah keserasian sopgEhgembangan desa
berketahanan sosial, penguatan akses kearifan, |&eahpanye perdamaian dan
pengembangan tenaga pelopor perdamaian. PemehataB mengintensifkan dialog
antar kelompok masyarakat, pelaku penggerak kgnftiglestarikan nilai budaya dan
kearifan lokal. Pemerintah dan masyarakat hukunt pda wajib menyelenggarakan
musyawarah dengan kelompok pelaku usaha dalam gigananahan, hutan, air,
tambang perkebunan, perikanan dan pertanian.

Implementasi dalam mencegah dan menyelesaikanik@eingelolaan sumber
daya alam yang dilaksanakan masyarakat yaitu mékayuperan pranata adat yang ada
di masyarakat. Hukum adat sebagai unsur pranath mdaurut perkembangannya
berasal dari adat yang mempunyai sanksi, kemudéakelmbang menjadi keputusan-
keputusan yang diambil oleh penguasa adat di ddlagkungan masyarakat dan
berkaitan dengan ikatan-ikatan struktural masydrakakum adat merupakan bagian
dari adat yang ada hidup tumbuh dan berkembangadiyanakat. Di dalam sistem
peradilan adat dikenal sanksi pelanggaran yanduliiseenda adat” atau “kena adat”.
Lembaga adat yang berhak mengadili konflik pengelolsumber daya alam adalah
sebuah forum kerapatan adat yang beranggotakantgiaeaadat, tokoh agama, tokoh
masyarakat dan dipimpin oleh kepala adat/desa.

Perbandingan keuntungan penyelesaian konflik aetagasi dengan proses
adat yaitu: yang memimpin proses dalam litigasiad&akim, sedangkan dalam adat
adalah kepala adat. Prosedur dalam litigasi ad@lahalistik dan teknik, dalam adat
adalah formal adat. Jangka waktu proses dalamaditigdalah lama/lambat (5-12 tahun),
sedangkan dalam adat 3-5 hari. Biaya dalam litigasigat mahal, sedangkan dalam
adat ditanggung oleh para pihak yang bersengketse® aturan pembuktian dalam
litigasi sangat formal dan teknis, dalam adat madghkan saksi dan meninjau lokasi.

Proses publikasi dalam litigasi terbuka untuk umwadangkan dalam adat
terbuka untuk warga. Hubungan para pihak dalamgd#i bermusuhan sedangkan
dalam adat prinsip kemanusiaan dan kekeluargadusHoenyelesaian litigasi masa
lalu dan dalam adat perbaikan kedepan. Cara nejasilam litigasi sama keras pada
prinsip, dalam adat prinsip kemanusiaan. Komunikiakam litigasi menghadapi jalan
buntu sedangkan dalam adat memperbaiki yang sedalit Hasil yang dicapai dalam
litigasi kalah-menang, dalam adat mencari yang teReoses pemenuhan litigasi
ditolak dengan mencari dalih, dalam adat perbaikanal pihak yang salah. Suasana
emosi litigasi bergejolak dalam adat terkendalagiN 201253).

Ruang-ruang penyelesaian yang mengedepankan hubkal menjadi
pilihan dalam menyelesaikan konflik. Banyaknya plotiukum yang tidak berpihak
kepada masyarakat menjadikan pluralism hukum sepdga membuka peluang bagai
hukum rakyat untuk tampil membela kepentingan miadsat. Meskipun demikian,



didasari adanya kelemahan dari pluralisme hukurkniyadak adanya mekanisme

control yang jelas terhadap proses penyelesaiafiikograng menggunakan hukum

rakyat untuk memastikan akuntabilitas dan respdiiai fungsinya terhadap korban

konflik. Dalam hal penyelesaian konflik pengelolaaumber daya alam, penggunaan
hukum adat justru efektif dibandingkan dengan hukoegara. Hukum adat yang

berasal dari kebiasaan masyarakat dan mengakorkaddspentingan mereka menjadi
alat bagi masyarakat untuk melindungi hak-hak mergng belum juga tuntas diakui
oleh negara. (Andriani, 2011:161-162).

V. PENUTUP

Masyarakat hukum adat melaksanakan pengelolaan esuddya alam untuk
memenuhi kebutuhan hidup para anggota baik, on@mganak-anak, maupun pemuda.
Implementasi pengelolaan sumber daya alam serireg @@tbedaan kepentingan
sehingga muncul konflik. Upaya penyelesaian konfidngelolaan sumber daya alam
berbasis pranata adat merupakan implementasi medgklesaian konflik melalui jalur
nonlitigasi. Penyelesaian konflik pengelolaan sumid@ya alam dikatakan berbasis
pranata adat apabila konflik diselesaikan berdasaskstem peradilan adat dalam suatu
forum/kerapatan adat dengan menerapkan aturamedgtarakat hukum adat setempat.
Agar pranata adat dapat berkontribusi sebagai bdaiam penyelesaian konflik
pengelolaan sumber daya alam maka perlu ada upauss slan sungguh-sungguh
untuk memberdayakan pranata adat dari pihak petabrimasyarakat hukum adat, dan
pihak swasta.

Pihak pemerintah wajib memberikan perhatian dam Ik @ood will) yang
dituangkan dalam perundang-undangan untuk membakdaypranata adat yang ada,
hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat. Senaeittebagi masyarakat hukum
adat wajib menerima secara kritis dan hati-hatb&gai nilai-nilai baru yang sifatnya
baik untuk memperkuat kehidupan sosial masyarat@epan. Dalam konteks ini maka
posisi dan status warga masyarakat hukum adat tukaya sekedar sebagai penerima
pasif dari budaya lokal, tetapi hendaknya berpeedragai aktor, creator, dan agen-agen
pembaharu pranata adat yang ada. Dengan kata kEigawnasyarakat hukum adat
bukan sebagai obyek dalam upaya menjaga, membamamegnegakkan pranata adat
tetapi justru sebagai subjek yang aktif melaksamakavasi dan revitalisasi pranata
adat agar dapat menyesuaikan diri dengan tantareyaan. Bagi pihak swasta upaya
wajib mendukung pemberdayaan pranata adat denganntau bersedia berunding
(musyawarah) duduk bersama dengan masyarakat huwddah untuk memahami
perasaan hati masyarakat hukum adat.
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